Kebijakan Katalog Elektronik
lengan Proses Bisnis Baru
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Jokowi minta pengadaan barang/jasa

perhatikan TKDN dan UMKM

A N P s N Oleh: Abdul Basith Bardan
| n Y 4 Rabu, 18 November 2020 15:12 WIB

o TERKAIT PENGADAAN
BARANG/JASA
PEMERINTAH

Jokowi Minta Realisasi APBN
dan APBD Dipercepat

Rabu, 17 November 2021 | 19:12 WIB
Oleh: Lenny Tristia Tambun / FFS

o Tingkatkan Penggunaan Produk Dalam Negeri

e Tingkatkan Porsi UMKM & Koperasi

€) Percepat Penyerapan APBN/APBD




Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Melayani Stakeholder

untuk Pemulihan Ekonomi

Orientasi LKPP adalah
memudahkan stakeholder
dalam menjalankan/
mengakses belanja
pemerintah, terutama
untuk memprioritaskan
produk dalam negeri dan
UMKM-koperasi.
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Nasional/LKPP

Sektoral [K/L]
Lokal [Pemdal

Salah safunya

BELA PENCADAAN
unfuk UMKM




EKOSISTEM PENGCADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
UNTUK

BIG DATA

Peningkatan

Produk Dalam Negeri

Kemenperin

J

Integrasi
TKDN
dan
e-katalog

[ Sinkronisasi |
kodefikasi
kelompok

barang dengan

Klasifikasi Baku
Komoditas
Indonesia

(KBKI) yang
disusun BPS.
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BKPM

r

Integrasi OSS

dengan SPSE-SIKAP

dan e-Katalog

Spending

Analysis untuk ajak

investor
kembangkan PDN:
10 produk impor
terbesar
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PEMULIHAN EKONOMI

Peningkatan

Aemenkop UKM

UMK-KOPERASI

\

Peningkatan kapasitas

shortlist UMK/Koperasi

terlaku di sistem
belanja

iremie_ ol

Tingkatkan belanja
UMK-Koperasi
_Pe_md_a ti_ngk_atk_an_
jumlah UMK-Koperasi

di Toko Daring
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)
Kolaboratif

Kem, Investasi/BKPM

Koneksi UMK Berkinerja Baik
di Sistem Belanja agar Bisa
menjadi Mitra PMA/PMDN

Himbara/Asosiasi
Fintech

Kolaborasi
Dukungan Pembiayaan
UMK di Toko Daring

BIG DATA

Percepatan Realisasi

APBN/APBD

Terobosan Aturan
Pembayaran dan
Pertanggungjawaban
Mendorong Belanja PDN dan
UMK-Koperasi melalui
\ e-katalog dan Toko Daring )

Pengembangan sistem
informasi vang semakin
memadukan tender, tender
cepat, swakelola, dan
metod-metode lainnya




Strabegi
Percepabtan
Peningkaban
Penggunaan Produk
Dalam Negeri dan
UMK-Koperasi

Dukungan
Ekosistem
Pengadaan

Fokus:
Kemenberian/
Lembaga

€) Kemenkeu & Kemendagri

= Pemberian Insentif pajak bagi PDN
dan UMK-Koperasi

s Mempercepat dan memperluas
penggunaan Kartu Kredit
Pemerintah (KKP) dan Kartu Kredit
Pemerintah Daerah (KKPD) untuk
menyederhanakan dan
mempercepat pembayaran

) Kemenkeu
= Menyiapkan kodefikasi untuk belanja
APBN yang terintegrasi dengan sistem
kodefikasi yang dikembangkan BPS
Bersama LKPP
= Mempercepat sistem e-payment untuk
pembelian melalui e-katalog dan toko daring

€) Kemenkes
= melakukan freeze tayang produk non-PDN yang
telah diproduksi di dalam negeri pada Katalog
Sektoral Kesehatan.

O Kementerian Investasi/BKPM

® |ntegrasi OSS dan sistem belanja
(SPSE) sehingga APBN/APBD semakin
aksesibel bagi seluruh pelaku usaha
termasuk, termasuk UMKM.

= Menggaet investasi untuk substitusi
kebutuhan impor belanja pemerintah.

@ Kementerian BUMN

= Membantu mempercepat proses
transformasi digital di bidang
pengadaan barang/jasa

= Mewadjibkan BUMN untuk
menggunakan PDN dan/atau produk
UMK-Koperasi

s

EKOSISTEM

@ PENGADAAN

(9 Kemenkop-UKM &

Kemenparekraf

Mendampingi dan memfasilitasi
UMKM, pelaku ekonomi kreatif,
dan pelaku pariwisata untuk
masuk ke e-marketplace
pemerintah

) Kementerian

Perindustrian
Memprioritaskan
sertifikasi TKDN barang
yang langsung dibeli
Pemerintah (memberikan
insentif sertifikasi TKDN
dan memperbanyak
Lembaga Survey sebagai
pelaksana verifikasi
capaian TKDN)

Kementerian Kominfo
melakukan komunikasi publik

terkait PDN-UMK dan memperkuat

infrastruktur telekomunikasi

w4 LKPP

A Lembaso Kebnakan

e Penaadaan Sarana/lzsa Femerictah

Q Kementerian PAN-RB

mencantumkan Kinerja
belanja pengadaan terkait
dengan PDN dan UMK untuk
penilaian Reformasi Birokrasi.

@ Kementerian PPN / Bappenas

Mengembangkan instrumen
analisis atau modeling berbasis big
data dan Al untuk mendukung
perencanaan yang berfokus pada
pengembangan sektor industri
dalam negeri dan sektor UMKM.

() 10 K/L dengan Belanja

Terbesar
Optimalisasi belanja PDN dan
UMK-Koperasi

{2 Kejaksaan Agung dan

Kepolisian

melakukan pengawalan agar
K/L/PD belanja PDN dan UMK,
termasuk pemahaman preferensi
harga yang lebih mahal.

(&) BPS

Harmonisasi sistem Kodefikasi
untuk PBJ

{) BPKP

melakukan pengawasan atas belanja
PDN dan UMK di K/L/PD/BUMD/BUMN
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°° Belum RUP Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Profil Pengadaan ap155.77
Nasional TA 2022

Melalui Penyedia
Rp508,8T
48,8%

Sudah RUP

Rp887,1T
Anggaran Belanja Nasional 85,1% PDN
Belanja PB] melalui Penyedia
Rp2.1 81 ,ZT Nasional Rp439,2T
42,1%

Melaui Swakelola

Anggaran Belanja PBJ Nasional Rp378,3T Non PDN
36,3% melalui Penyedia
Rp1.042,971 Rp69,7T

6,7%

PDN Non PDN
I;AEI\II.iEJA:ﬁgJ BELUM RUP melalui Penyedia melalui Penyedia
(tagging PDN) (tagging PDN)
NASIONAL 1.042,9 887,1 155,7 508,8 378,3 439,2 69,7
KEMENTERIAN/
LEMBAGA 507,4 316,1 191,3 263,8 52,3 207,7 56,1
PEMDA 535,5 571,0 0 245,0 326,0 231,4 13,6

*per 24 Maret 2022



Dasar Penyelenggaraan Katalog Elektronik

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 12 Tahun 2021

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021

Penyelengaraan Toko Daring dan Katalog Elektronik

Keputusan Kepala LKPP Nomor 122 Tahun
2022

Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik




Pemangkasan Proses
Bisnis Penayangan Produk

Perubahan
(Dipangkas
menjadi 2 tahap)

& 2/

Proses Saat Ini (8 Tahap): Aplikasi Aplikasi
@ Pendaftaran ALt (pee:tﬂf :!r?d%
@) Pemasukan Dokumen Penawaran
€@ \Verifikasi Administrasi Penyedia \
@ Verifikasi Produk

@ Rekomendasi ke Pimpinan

O Persetujuan Pimpinan
@) Finalisasi Kontrak
@) Penayangan Produk di e-Katalog



... Bagan Alur Proses Pencantuman Produk
pada Katalog Elektronik

Inisiasi
Pencantuman
Barang/Jasa

Penelaahan Pembuatan
Produk Etalase Produk

Pendaftaran
Penyedia Katalog
Elektronik

Selesai Penayangan
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Tahapan
Pelaku Usaha
sudah bisa
berpartisipasi



PENDAFTARAN
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Persetujuan S&K Penyedia Katalog

... OTOMASI PENDAFTARAN PENYEDIA KATALOG ELEKTRONIK

EVALUASI

catalogue

Evaluasi Data Pendaftaran
dilakukan secara Otomatis

melalui Aplikasi Katalog
Elektronik

&%

AUTOMATICN

PENGISIAN DATA PRODUK
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Pelaku Usaha yang memenuhi
kriteria kualifikasi akan diberikan
akses secara otomatis oleh aplikasi
Katalog Elektronik untuk
melakukan Pengisian Data Produk

!

TAYANG




=+ Etalase Produk yang disediakan untuk Pemda

1. Alat Tulis Kantor

2. Bahan Material

3. Bahan Pokok

4. Servis Kendaraan

5. Pakaian Dinas dan Kain Tradisional
6. Aspal

7. Beton Ready Mix

8. Jasa Kebersihan

9. Jasa Keamanan

10. Makanan dan Minuman



.. Point Optimalisasi Pelibatan Pelaku Usaha pada Platform

> Belanja Pemerintah (Katalog Elektronik dan Toko Daring)

a Inventarisasi Pelaku Usaha Berpotensi

%  Kepala UKPBJ dapat melakukan inventarisasi Pelaku Usaha eksisting Pelaksana
Kontrak, Peserta Pemilihan di lingkungan Kementerian/Lembaga atau Pelaku Usaha
;&{ anggota Asosiasi . Perusahaan Sektoral tertentu yang berpotensi menjadi mitra

Katalog Elektronik dan/atau Toko Daring
 Pelaku Usaha calon Penyedia Katalog dapat berbentuk Badan Usaha atau

Perorangan. Diutamakan yang nyata memiliki aktivitas produksi

e Pendampingan Proses Kepemilikan Akun Penyedia

dahulu sebelum aktif menjual produknya pada Katalog Elektronik

* Proses kepemilikan Akun Penyedia dapat diperoleh melalui akses laman Ipse
setempat (contoh: http://lpse.kemkes.go.id/eproc4 ) atau mengunjungi layanan
kantor Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) setempat



http://lpse.kemkes.go.id/eproc4

-+ ... Lanjutan

.
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catalogue

9 Pendampingan Proses Pendaftaran dan Penayangan Produk

Pelaku Usaha yang telah memiliki. Akun dan memenuhi Persyaratan Perijinan sesuai
dengan nomor KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) dapat melakukan
pendaftaran dan input produk pada Katalog Elektronik melalui berbagai pilihan
etalase pada laman https://e-katalog.lkpp.go.id/pengumuman.

Selain Katalog  Elektronik, = Pelaku - Usaha/Merchant = yang berminat dapat
menayangkan produknya pada Toko Daring melalui Mitra Toko Daring yang petunjuk
lebih lanjutnya dapat diakses melalui https://tokodaring.lkpp.go.id/

UKPBJ dapat berperan aktif “jemput-bola” melakukan pendampingan



https://e-katalog.lkpp.go.id/pengumuman
https://tokodaring.lkpp.go.id/

Pelaku dalam Toko Daring

4 PPMSE )

l: '= «
0000
=
AR Marketplace Pedagang
PPK _
Pejabat Pengadaan
]
Ritel Daring

. /

*Pasal 4 PerL KPP 9/2021



= Apa itu PPMSE?
'.,-

“PPMSE (Penyelenggara Perdagangan
Melalui Sistem Elektronik) adalah Pelaku
Usaha penyedia sarana Komunikasi
Elektronik yang digunakan untuk transaksi
Perdagangan.”

( Pasal 1 angka 11 PP No. 80 Tahun 2019)

—_———
UMKM

Indonesia
~

Bentuk PPMSE

Marketplace Ritel Daring

(Pasal 4 ayat (2) PerLKPP 9/2021)



= Apa itu Pedagang (Merchant)?

“‘Pedagang adalah individu atau kelompok yang berperan
sebagai penjual barang/jasa yang memiliki physical
store atau bentuk usaha toko fisik maupun toko online.”

Bagaimana
Pedagang dapat
Bergabung dengan
Toko Daring?

)

“Pelaku Usaha yang Ingin
memperluas jangkauan pemasaran
produk melalui Toko Daring dapat
bergabung sebagai Pedagang
dengan mendaftarkan usaha ke
Market place/ PPMSE yang telah
bergabung dalam Toko Daring.”

Grab @) gojek fiblibli B Shopee
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Mitra Toko Daring

PPMSE yang telah ditetapkan sebagai mitra Toko Daring
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TOKOLADANG




Proses Bisnis Bela Pengadaan
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Selera Lokal UMK I Lotioy LKPP

Jokarta - L Epicentrum Tengs
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Pilih
Marketplace

Pilih komoditas dan
marketplace yang
ingin dibeli

Login

Masuk ke Bela
Pengadaan melalui
SPSE

Lakukan transaksi
sesuai dengan proses
bisnis masing-masing

marketplace

L I e T

Pertanggung
jawaban
Gunakan bukti

transaksi sebagai

pertanggun
jawab

https://www.youtube.com/watch?v=200UZOGdEFU

WUEPP Lo,


https://www.youtube.com/watch?v=2oOUZOGdEFU

PP/PPK Pilih Produk Negosiasi dengan ’ tuj iasi PPK setujui paket

Cek Ketersediaan dan Penvedia njuk pela
Produk di Aplikasi Kuantitas v , dan buat surat pesanan
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Penerbitan BAST \g diteri Pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan SPK

(Berita Acara Serah Terima) oleh penyedia/ (surat perintah kerja)/
' distributor kontrak PBJP

Paket Selesai
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* Lembaga Kebijakan
Pengacaan Barang/Jasa Pemerintah
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Pengadaan Kredibel
Sejahterakan Bangsa

Terima Kasih

lkpp_ri @ www.lkpp.go.id ?21'29935577 w Ikpp_ri

@ Gedung Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Jin.Epicentrum Tengah Lot 11B, Kuningan, Jakarta Selatan 12940.



